
Tahun ... 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Pembentukan 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah 
terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari 
Peserta Didik yang mengalami kendala dalam 
melaksanakan belajar dari rumah; 

b. bahwa kesehatan dan keselamatan lahir dan batin 
Peserta Didik, guru dan semua warga Satuan Pendidikan 
merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan 
dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa 
pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembelajaran Tatap 
Muka di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi 
Corona virus Di.sease 2019; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUKABUMI, 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA 

ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 

PERATURAN BUPATI SUKABUMI 

NOMOR 55 TAHUN 2020 

BUPATI SUKABUMI 
PROVINS! JAWA BARAT 



8. Undang ... 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dal.am Lingkungan Provinsi Djawa Baral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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13. Peraturan ... 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3447); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan - 4 - Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 
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2020/2021 ... 

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Gugus Togas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Gugus Togas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
Ol/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor 
HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 
2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 
Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 

949 /Menkes/SK/VIl/2004 ten tang Penyelenggaraan 
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

Menteri Nomor Kesehatan 15. Pera tu ran 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6487); 

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 34); 
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Memperhatikan 



6. Corona ... 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sukabumi. 

5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sukabumi. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP 
MUKA DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI 
CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

MEMUTUSKAN : 

Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 
2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

Panduan 440-882 Tahun 2020 ten tang 

2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) sebagaimana tel ah ch u bah denga n 
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor 

HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ 
tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri 
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor Ol/KB/2020, Nomor 516 Tahun 
2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 
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